PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

Menimbang

Mengingat

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, perlu mengatur
Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tunjangan Transportasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai
Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;



Menetapkan

10.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN
TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin.
Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Banjarmasin;
Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan
untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan
Anggota DPRD.
BAB II
TUJUAN

Pasal 2

transportasi diberikan untuk menunjang tugas, fungsi dan wewenang

DPRD.



BAB III
TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

(1) Tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan

(2)

(3)

(1)

(2)

(D

(2)

setiap bulan terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji.

Tunjangan transportasi diberikan kepada anggota DPRD yang tidak
disediakan kendaraan dinas.

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara
tidak diberikan Tunjangan Transportasi.

Kendaraan dinas jabatan dan tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD secara bersamaan.

BAB IV
DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN PERUMAHAN
DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Besaran Tunjangan Transportal;?s}?larts memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang
berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan
anggota DPRD.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk
biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
Besaran tunjangan transportasi tidak boleh melebihi tunjangan

transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Selatan.

BAB V
PENETAPAN BESARAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5
Besaran Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada

Anggota DPRD dengan besaran sesuai hasil penetapan Tim Appraisal.

Pajak penghasilan tunjangan Transportasi dikenakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku



Pasal 6

Pembayaran tunjangan transportasi dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1
(satu) bulan berikutnya setelah Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Banjarmasin diundangkan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Desember 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,
H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

A

H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 73



